
BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. behwa untuk mendanai dan mManggulangi kegiatan yang bersifat tldak bias.a 
atau tidek diNrar;t:an berulang teperti penenggulenoen bencena elem dan 
boncana IOOial yang lldak ~""" aebelumnya. leml8"* pong-.., alas 
koletillan pene,tmaan da«ah tall"'°'lhun Nbelurmya yang 181ah dlMu!>. pe,tu 
-ny• alokasi anggan,n belan)a lldlk IM!uga; 

b. brahwa dalem rangk8 ffl81NUjudkan lranspara.nsi dan akunlabiilu penggl#\8811'1 
dan ~~ban beleoje tidak ten:tug.o sens sesuei cleng8n ketenluon 
Pasal 134 Petahnn Menterf Dalam Negerf Nom°' 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. maka dasar penggunaan clan 
pertanggungjswaban belenja tidak terclJga pertu diatur dengan Perstt..nn Bupeti; 

c. bahwe' berdasartten pertimbengan sebag&timana dimaksud pads huvf a dsn b di 
atu. perlu dltetapkan dengan Petaluran Bupati. 

Ma,vngat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten11olg Pembenlukan Daen,l>d-,m 
Kabupa18n Oatam li'lgkungan Propinai Jawa Barat (Serita Negara Tatu, 1950); 

2. Undaog-Undang Homer 28 Tatum 1999 lenlang Perryelenggere Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupei. Kolusi dan Nepotisme {Lembersn Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomo< 75. Ta-.n Lemb81an Negara 
Republik 1.-i .... Nomor 3851); 

3. Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentsng Keuangan Negara (Lemberan 
Nagora Republik lndonetie Tehoo 2003 Nomor 47,Ternbahan Lemb0t0n N_., 
Republik lndon- Nomor 4288); 

4. Undang.Undang Nomor 1 Tehm 2004 tenting Perbendaharaan Negara 
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tat.m 2004 Nomor S,Tembehan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomo, 43$5}: 

$. UndarG-Undang Nomor 15 Tarun 2004 -g p..-..,, Pengetolaan din 
T"'WJng jawab Keuangan Negara (Lambenln ~ Republik Indonesia Tal'<Jn 
2004 Nomor 86, Tarnbahan Lembaran Negsra Repub~k fndonesia Nomor +400); 

PERATURANBUPATIGARUT 

NOMOR .18?,T.l\t\UN.2.00J 
TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAi( TERDUGA 
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN GAAUT 

,, 
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6. Undang-Undeng Nomor 32 Tehun 2004 ten1ang Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Nomor 4437) sebagaimans telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penet,pan Pereturen Pemerintah 
Penggenti Unde:ng-Unclang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang,o 
Undang Nomor 32 Tehun 20CM tentang Pemerinlehan Daerah menjadi Undang~ 
Undang (Lembaran Ne9Bra Repubtik lndone,ill Tatu, 2005 Nomor 108, 
Tembahan Lembaran Repub!ik lnOOMsla Negara Nomor 454$); 

7. Undiog-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaog Perimbangan Keuangan Atrtara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomo, 126, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Peraturen Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tenlang Keweoangan Pemelintah 
dan Kewenangan Propinti Sebegai Daereh Otonom (Lembaran Negara Repubtik 
lndone&ia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
tndones.ia Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahoo 2005 tent.ang Peng8'o&aan Keuangan 
8adan Layanan Umum (Lembefan Negn Rec:,ublik lncSonesia Tohun 2005 
Nomor 48. Tambahan Lemberan Negara Republlk looonesia Nomor 4502): 

10.Peraturun Pemerinlah Nomor 24 Tahll'I 2005 tentang Sta~ AAuntansi 
Pemerintahan (Lembaren Negara REtP'Jblit Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
T8Mbah8n lemb8ren N9ger1 Republik lndones!e N()ffl()( 4503); 

11.Peraturan Pememtah Nomor SS TahlK' 2005 tenting 081\8 Perimbanpen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mom°' 137, Tatrbahan 
Lemberan Negara Repubtik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ehun 2005 tent.orig Pengeloloan Keuengan 
oaerah (LembEWen Negara Rcpubli'k lndOnCS1a Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Pemerintsh Nomor 79 TahtXI 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Ponyetenggaraan Pemerintah 0-.h (Lembaran Nega111 Res,ublik 
Indonesia TahlXI 2006 Nome, 185, Tambahan Letmraran Negara ReJ)Ublik 
Indonesia Nomor 4593): 

14. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengek>laan Keuangan Daerah: 

15.KeputuSan Menteri Dalam Ncgcri Notnor 131 Tar..in 2003 tentang Pedoman 
Penanggulengan Bencena dan Penanganen Peogoogsi di Daerah; 

16. Persturan Oaerah Kabupe1en Garut Nofnor 5 Tetu, 200'2 tenta,g Kewenengan 
Oaerah Kabupaten GaNt (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13): 

17. Peraturan Daetah Kabupaten Garut t-lomor 7 T ahun 2004 tentang tentang 
Pembenl\A<.an Organisasi Sekratarlat Daerah dan Sekretariat Dewan Petwakian 
Rel<yat Daerah Ksbupeten Gann (Lembaron O-,,h Toh.., 2004 Nomor 23). 

18.Pef'8turan Oaerah KabuPBten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentlikan 
O<ganlsasl o;nas Daorah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomo< 24); 

19. Peraturan Daorah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tenlong PembenbAten 
OtgMisasi Lembaga Telulis Daef'lll'I (Lemberen Deerah Tehoo 2004 Nomor 25); 

20. PertM:I.Qn Oaerah Kabupe1en Gantt Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan 
Sttuktur 01"91nisasi Badan Pengelola Keuang1n 01erah Kabupa19n Garut 
(Lembaran Oaetah Tahun 2006 Nomor 20). 
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SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Bupati iri, yang dimak.Sud denQ&n : 
1. Daereh adalah Kabupateo Garut 
2. Pemerfnteh Oaereh acfalah Bupati dan perangket daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerlntahan dae<ah. 

3. Bl4>81i adafah Bupati Garut. 
4. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD 8d31ah temta&g.a 

petW&kilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara penlerintahan daerah. 

5. Selu'ecaris Daetah adai&h Sekreteri$ Oaerah Kabupeten Gantt. 
6. Satuan l<A!lja Perangkat Daetah y'"1g selanjutnya dislngkat Sl<PO adalah perangkat daerah 

peda Pemerintah Daerah selaku peoggooa anggaranlbarang. 

7. Sadan Pengek>la Keuaogan Daerah Kabupaten Garut yang selan;utnya disingkat BPKO 
Kabupaten Garut adalah perang1<.et daerah pada Pemerintah Oaetah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melak.sanakan pengelolaan keuangan daerah. 

8. Kepeta Bsdan Pengelola Keoengan Deereh Kabupeten GSM yang selanjutnya disingkat 
Kepala BPKO adaleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 08erah yang mempunyai 
ruga.s melaksanatc.an pengetolaan APBO dan bertindak sebagai bendahara umum daetah. 

9. Keuaogan Oaerah adalah sem.Ja hak dan kewajiban daerah datam rangka penyelenggaraen 
pemefintahan ctaerah yang dapet dirilei dengan uang termMuk di dalamnya segste befltuk 
kek.ayaan yang befflul~.mgan dengan hak dan kewajlban d&eral\. 

10.Anggaran Pendapatan dan Betanja Oaerah yang sefanjutnya disingkat APBD eda&ah renoana 
keuangan tahunan pemerintahan daereh yang dibahas dan disetujui ber$8me oleh Pemerintah 
Daerah dan OPRO, dan ditelapksn dengan Peraturan Dae,sh. 

11. Bfllanja Oaernih adatah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih. 

12.Progrem adalsh penjaberan kebijskan SKPD dalam bentuk upaya yang beosi satu 81au lebih 
kegiatan denoan mengguoakan sumber daya yang disediak.an untuk mencapai hasil yang 
terukur sesuai dengan misi SKPD. 

13.KE98tan adalah baglan dari prog,am yang dileksanakan oleh satu atau lebih unit keija pada 
SKPO sebagai bagian dari pencapaian saseren terukut pada suatu program dan tetdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa persorwl (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombrlasl oan beberapa 
atau kesemua jenis sumber days tersebut sebagal ""3Sukan (input) u.ntuk mens,tadk.an 
keluaran (output) dalam bent\Jk barangfJ8S8. 

14.BefanJa Ticlak Terduga yang selanjutnya di&ingk.at BTT adalah belanja daerah untuk kegiatan 
yang sifatnya tidek biase etau tidak. diharapkan beNIMg. termasuk pengembalian atas 
kelebilsn penerimaan daerah tahun.tahun seoetumnya yang teleh ditutup. 

15. Benaana adalah peristiwa atau rangkeian peristiwa yang disebabkan oleh per3ng, alam . 
...Uh/petbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapa1 mengakl>atkan korban dan 
,.,.nttaritaa,n maon,teiao ~AnW'lillln hlllf"ta, ho:wvio 1,-,,oo~on 11...,.1;,_..... "'""'-"""'"' .. ...,.... ..... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapl<an : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TEROUGA PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT. 



9. kebakaran: 
10. bencana kekerinotn: 

1. letusan gunung berapi; 
2. gempa bumi: 
3. banjir lahar; 
4. banjir lava; 
5. baniir air; 
6. angin topen; 
7. gelombang pasanglt$unami; 
8. tanah longsor; 

Ptt.1114 

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Passi 2 ayat (1), cigolongkan menjadi: 
a. Bencana a:1<.ibat pereng: 
b. Bencana •m. terdiri derl : 

Pasa.13 
(1) Kegiatan yang beraifat tidak biasa untuk mendan,i taogg&p darurat seb&g3imana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayet (1) yaitu dalam rangka pencegahan gangguan lM'ladap s.tabilrtas 
penyelMggaraan pemerintahan demi ten:iptanya keamanan. ketentraman dan ketertiban 
masyarakat di daerah. 

(2) Keadaen daruret sebagaimana <limakSud pads aytt (1), sekurang.kurangnya harus memenuhi 
krileria .-gai berikut : 
a. buk.an merupakan kegialan normal dari aktivUs Pemerinte:h Oaerah dan tkfak cfapat 

diprediksikan sebetumnye: 

b. lidak d;hat8pk8n lerjadl seeara bet\Jtang: 
e, Wada di luar kendali dan pe,ngaruh Pemerintah Daerah; 
d. memiiki dempek ysng signifiken terh&dap enggaren ctelsm rangke kegletan tang99p <Sarurat 

gurw pemu1ih.an yang diMbebken oleh keadaan darurat. 

Pasal2 
(1) en terme:suk kelompok belanja tidek langsung yang merupakan belenie untuk kegiaten yang 

sifatnya tldak biasa atau tidak dihatapkan bet'ulang sepertl untuk mendanai tanggap darurat. 
penanggulangan bencana atam danlatau bencana gosial yang tidak diper1c.irakan sebelumnya. 
termasuk pengembalian atas ketebihan penerimaan daereh tahuo-tahun sebelumnya. 

(2) Anggeran en sebegaimana dimaksud pads ayat (1) hanya dapet dianggarksn p&d8 belanja 
BPt<O Kabopaten Garut 

BAB II 
RUANG UNGKUP ANGGARAN BELANJA TlDAK TERDUGA 

18. Koactaan dan.irat ada&ah keadaan yang mengg,nggu ll8bilit3's penyelenggaraan pemerintahan, 
17. Pengemba!ian atas keJebihan penerimaan daerah tahu,...tanun sebelumnya yang tetah ditutup 

adalah pengembalian a1as semua penerimaan daerah yang harus dis.eta, melah..i Kas Umum 
Daerah. 
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PH116 
(1) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud da1am P8681 2, dikelo&a secsra t~. laat pacia 

peraturan perundong,<indangan. elel<tlf. eflslen. lrMsporan, don be'18nggu119 jewDb dengon 
mompcm~n OSti kepOlutan csan manfaat untuk mas-yamkat 

(2) Tertib sebegaimana dimakaud pada ayat (1) adalah bahwa anggeren BTT dikeloCe secars tepet 
wsktu dan tepet gooa yang diduk\l'lQ dengan bukti-bokti adminis.trasi yang dapal 
dipenangg~. 

(3) Ta.at pada peraturan perundang.undanoan aeb&ga!mana dimaksud peda ayat (1) adalah 
behwa penggunaan anggaran BTT hsru& berpedoman pada peraturen perundang-undengan, 

(4) Efektif s.ebaga,imana dimak&ud pad.a ayat (1) ad&\a,h b3hwa penggooaan anggaran BTT hal\1$ 
mencapai target yang telah diletapkan, yeltu dengan eara membendingkan keklaran dengan 
h8S1I. 

(5) Efisien sebagaimana dimakSOd pada ayat (1) merupak.an pencapeian ke!uaran yang maks#num 
cfengan anggaran en yang tersedia. 

(&) Transpe~ set>agaimana dimaksud p8de aya? (1) merupakan prinsip ke?ert>ukaan dalam 
penggunaan anggaran BTT. 

(7) S.rtanggung jawab seblgaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pecwujudan kewsjiban 
seseorang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengend81lan anggaran BTT 
ya119 dipen:ayakan kepodan)'O dolom rongka pencapolon lujuan yang tclah citetapl<an. 

(8) Kepatutan seblQ&lmana d!maksud pada aya1 (1) adalah bal'wia peoggunaan anggaran BIT 
harus dtlakutan secere wajar den proporsionel, berdaurtan pe.rtimbangan yang obyektif. 

(9) Manfaal untuk masyarakat sebagaimana dimaksucl pada aya1. (1) adalah behwa peoggunaan 

BAS Ill 
ASAS UMUM PENGGUNAAN ANGGARAN 

BEL.ANJA TIDAi\ TERDUGA 

Pasal5 
(1) Pengembralian at.a& kelebihan penerimaan daerah tahoo-tahun sebelumnya &ebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilak.ukan dengan membebenken l)Qde pendapetan ctaereh 
untuk pengembalian pendapat8fl yang terjadi dalam tahun yang sama. 

(2) Untuk pengembatian keletlilan pcnclapetan yang terjadi pada t.ab.Jl'Hahun sebelumnye 
cibobenkan pads BTT. 

(3) Pengembelian ms ketebihan penerimaan deersll tahuMahun sebelumnya yang telah citutup 
sebagaimana dimaksud pad& svat (1) dan •vat {2} harus did~ng dengan buktl-bukti yang 
~pd8nS811. 

12. t>enca.na !\Ima tanaman; 
13.bencana wabah penyakil 

c. Beocana ekibet ulah manusia, len:liri dari : 

1. pembakaran hutan, 18han, instera,i den fasilitn lein ye.ng berdampsk luas: 
2, ledabn instalasi p&briklobyek vital; 
3. pencemaran lingkunQSn; 
4. keOelakaan yang l'l'lenetan banyak kort>an: 
5. konflikAterusuhan sosial (SARA}; 
6. aksi letQr dan sabolase. 

s 



Pas.al 10 
(1) Pennohonan penetl>itan Kepu!usan Bupeti sebaga;mana dimaksud dal8m P..., 9 8yot (2). 

dikeluafkan oWl Kepata BPKD. 

(2) Kepala BPKO dalam menefbitkan surat permohonan penert>itan Keputusan Bupati, han..is 
mPIAmnitlu:in nP(',q.vAtA.IAn -"-1Ai hPrilo" · 

Pasal9 
(1) Proses lebi'l lanjut dari permohonan penggunaan anggaran BTT pada APBD Kabupaten Garut 

sebagaimana dimaksod datam Peset & eyat (5) ditetapkan c:tengan Keputusan Bupati, sebagai 
da.,ar peng,gunaan anggaran BTT. 

(2) Keputusan 8upati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses setefah terbitnya surat 
petrnohonan penerbitan Keputusan Bupati 

Pasal8 
(t) Penggunaan anggaran BTT sebagafmana dimaksud dalam PasaJ 7, berde,arf<en kebutuhan 

yang diusulkan dari SKPO pengajulberkt1inaan setetah mempertimbangk.an asas umum 
peoggunaan dana BTT serta menghindari adanye tumpeng tindih pendanaan tethac:lap 
kegiatan-kegiatan yang telan dldanal dari Allggaran Pend~atan dan Belanja Negata. 

(2) Usulan pennohonan penggunaan anggaran BTT sebagaimana Oimaksud pada ayat (1) 
dlt\liukan kepada Bupati, disertai dengan bukli-bukli pendukung yang sah. 

(3) Bukti·bukti pendukung yang sah sebagaimana dimakwd pada ayat (2). meliputi : 

a. surat Kepala SK.PO perihal permohonan penggunaan anooaran err. betdasarkan taporan 
dari Cama1: dan Kepala Oesa tempat terjadinya keadaan darurat atau bencana: 

b. k.ajian teknis berkenaan dengan terjadinya keadaan darucat atau bencana dari SKPO 
peng8Ju dan Bagian Pembaogunan Setd8 Kabupaten Garut. yang dlketahui oleh Asisten 
5ektetaris Daetah II Kabupaten Garut: 

c. rincian angg8'8n BTT yang disesuaikan dengan standar harga satuan ba,ang dan jasa 
Pememtoh O,,e<oh; 

d. turat pemyataan 8uP3ti mengen.ai te,jadinya keadaan darurat atau bencMa; 
e. persyaratan tekNl tainnya sesoai dengan ketentuan peraturan perundang·undang.an. 

(4) Ben:ras.arkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud psda ayat (3), Bupati menind~njuti 
pe<rnohonan penggunaan anggaren BTT. 

(5) Tindak lanjut permOhonan penggunaen anggaran BTT dati Bupati cfitel'Ulkan kepada 5ekretaris 
Daerah, yang selanjutnya disampeikan kepada Kepala BPKD untvk proses lebll1 lanjut. 

Pas.al7 
(1)Alokasi anggaran BTT sebagaimana dimak.sud dalam Pasat 2 ayat (1), dipergunakan 

sepenuhnya untuk mendanai penenggulangan kegietan darurat atau bencana yang memenuhi 
kriteria set>agalmana dimaksud dalam Pasel 3 ayat (2) dan Pasal •· 

(2) Penggunaan alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tidak dlpen<enankan 
untuk me.ndanai biaya operasional, biaya perjalanan dinas dan biaya.biaya la.'lnya di luar 
ketentuan pe,aturan perundeng-undengan yang mengat1.I" mengenai BTT. 

BABIV 

DASAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIO.AK TERDUGA 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa114 

PINI 13 
Keputusan Bupati betkenaan dengan penggunaan anggaran BTT sebegaimana dimaksud dalam 
Puat 9 ayat (1), diberitahuksn kepada OPRO Kabupaten Garut paling lama 1 (satu) bulan 
tethit...-.g sejak Keputusan 81.1patl tersebut ditetapkan. 

Pasal 12 
(1) Kep31a SKPO pengg1.1ne engga111n BTT beftenggung )aw8b &tM penggunNn angga,an en 

dan wajib menyampaik.an lapOtan realisasi penggunaannya kepada Bupati paJing lambat 
tanggal 1 o bulan berikutnya. 

(2) Mek.anisme d8n bentuk pertanggungjawaban realisssi anggaran BTT sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi sistem akuntansi keuao03n daerah dan pe,raturan perundang­ 
oodangan yang bertaku di bidang keuangan. 

BABVI 
PERTANGGUNGJAWASAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

BASV 
PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 11 
Penceiren enggaran BTI merupakan kewenangan d8fi BPKO Kabupaten Garut selaku Satuan 
Kerja Pengek>la Keuangan O&en1h dengan meml)e(Ntik.en mek3nisme pencairan anggaran 
sesuai dengan ketentuan pe,aturen petUndangan--undangan. setelah d~elapk.annya Keputus.an 
Bupati. 

b. disposlsl Sekrewis Daerah; 
e, sunn Kep,ta SKPD perihal permohooan penggunaan anggaran BTT, betdasal'kan laporan 

dari camat dan Kepala Oesa tempat tetj:&lclinya keadaan derurat atau bencana; 
cL kajian teknis mengeoai tetjadnya keadaan darurat atau bencana dari SKPO ctan Bagian 

Pembangunen Setda Kebupaten Gerut. yang diketahui ol&h Asisten Sekretarls Dae<ah 11 
Kabupaten G&rvt: 

e. rinc:ian Anggaran BTT yang disesuaikan dengan tulndar h&rga setuen barang dan jasa 
Pemerintah Daerah; 

r. surat pemyal83n Bvpati mengenei terjedinya keadean daturat atau bencana; 
g. petSyaratan lalnnya yang ditentukan $8$081 dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang bettaku secara kr.Jsus. 
(3) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimakSud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dlt)roses, 

setelah seluruh kelengkapan edministrasi dari permohonan peoggunaan enggaran BTT 
sebagaimana dimaksud pada ayst (2) telah dlpenuh:i. 

1 



o,," H, ACHMAD MUTTAQIEN, SH, MSb 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 480 065 874 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN NOMOR 

Oiundai,gkan di Garut 
pada tanggal 
SEl(RETARIS DAERAH KABUPATiaN GARUT, • 

Pas.al16 
Peraturan Bupatl lni rrKJlai beftaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya. memerintahkan penound&.ngan Peratutan Bupeti ini 
dengan penempatannya del&m Lembaran Daerah Kabupalen Garut. 

Dltetapkan di Garut 
pada tanggal 6- ij -6U)() f 
BUPATI GARUT, 

H.A~IADI 

Pasal15 
Hal-hal yeng belum cvkup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis 
pel9ksanaannya akan drtetapkan lebih la'lut deng.an Keputusan Kepal8 8PKD. 
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